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       Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
selama 40 hari kerja, yaitu pada tanggal 15 Juli – 06 September 2019. Selama 
melaksanakan PKL praktikan mendapatkan beberapa tugas, yaitu melakukan 
monitoring laporan keuangan terhadap daya serap anggaran pada sistem 
Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Keuangan (MoLK SIMKeu), 
melakukan pencatatan perjalanan dinas, pencatatan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Belanja (SPTJB), membantu menyusun laporan keuangan semester I pada 
sistem E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK), mengikuti tugas luar 
kantor, pencatatan akumulasi penyusutan, membuat kertas kerja, dan input 
transaksi SP2D pada sistem SAIBA. Selama melaksanakan PKL praktikan dapat 
memahami mengenai bidang kerja pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan  di 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
       Pendidikan merupakan hal penting yang menjadi dasar Sumber Daya 
Manusia (SDM) dalam mengembangkan diri, baik dari segi keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan lainnya. Dalam membangun pendidikan, 
pemerintah terus mengoptimalkan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah 
satu hal yang menjadi sorotan ketika seseorang akan melanjutkan ke dunia 
kerja. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk 
mencapai pendidikan tertinggi. Tidak sedikit masyarakat yang telah 
mengeluarkan cukup banyak biaya untuk meraih strata tertinggi pada 
pendidikan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dengan jabatan yang 
tinggi. 
       Kenyataannya mencapai pendidikan tertinggi bukan hal yang dapat 
menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan tanpa diiringi dengan 
keterampilan khusus dan potensi yang tinggi serta pengalaman yang 
dimiliki. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang dilansir dari cnnindonesia.com pada bulan Agustus 2019 
pengangguran menurun 5,28 persen dibandingkan dengan Agustus 2018 
sebesar 5,34 persen. Hal tersebut tidak sebanding dengan data yang 
dilansir dari tirto.id presentase pengangguran berpendidikan tinggi 
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mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Khususnya untuk 
tingkat sarjana naik dari 4,31 persen menjadi 6,24 persen. Maka dari itu, 
pendidikan tinggi tidak dapat menjamin seseorang akan mendapatkan 
pekerjaan. 
       Universitas Negeri Jakarta memiliki solusi dalam mengatasi masalah 
tersebut dengan melaksanakan salah satu program dimana mahasiswa 
dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya sebelum 
memasuki dunia kerja yaitu melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL 
ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa dunia 
kerja yang sebenarnya. Dengan adanya PKL ini sangat membantu 
mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan di 
perkuliahan serta mengasah keterampilan yang dimilikinya dalam dunia 
kerja dan mengetahui perkembangan teknologi yang digunakan di dunia 
kerja. Universitas Negeri Jakarta mengharapkan dengan adanya PKL ini 
dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing pada dunia kerja dan 
menjadi bekal pengalaman bagi para mahasiswa. 
       Dalam mencapai tujuan untuk menjadi lulusan yang dapat bersaing di 
dunia kerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan 
teknologi saat ini, maka praktikan memilih untuk melaksanakan PKL di 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan selama 40 hari kerja, yaitu dari tanggal 15 Juli sampai dengan 
06 September 2019. Pada kesempatan ini praktikan dituntut untuk dapat 
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mengimplementasikan kemampuan dan keterampilan, serta dapat menjaga 
nama baik Universitas Negeri Jakarta. 
       Alasan praktikan memilih Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai tempat 
PKL karena praktikan mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan PKL 
di Kemendikbud dan praktikan tertarik untuk mempelajari ilmu akuntansi 
di pemerintahan salah satunya dalam sistem akuntansi. Dengan adanya 
PKL ini praktikan dapat mempelajari sistem akuntansi dalam lingkup 
akuntansi pemerintahan lebih dalam sehingga dapat menambah 
pengetahuan dan keterampilan praktikan dalam menggunakan sistem 
akuntansi dalam lingkup pemerintahan yang sebelumnya belum 
didapatkan selama perkuliahan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mengimplementasikan kemampuan serta keterampilan yang 
dimiliki oleh praktikan khususnya di bidang akuntansi 
pemerintahan. 
c. Mempersiapkan praktikan memasuki dunia kerja. 
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2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Terpenuhinya salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Memperoleh pengalaman kerja yang nyata pada bagian akuntansi 
pemerintahan. 
c. Memperoleh pembelajaran mengenai sikap serta etika dalam 
menjalankan birokrasi yang baik. 
 
C. Kegunaan PKL 
1. Bagi Praktikan 
a. Menyelesaikan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mendapatkan banyak pengalaman sebelum masuk ke dunia kerja. 
c. Melatih mental, sikap, tanggung jawab, serta mengasah 
kemampuan praktikan dalam dunia kerja. 
d. Mendapatkan bekal ilmu mengenai Standar Akuntansi Pemerintah 
yang digunakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan kerjasama dan silahturahmi antara Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
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b. Dapat membentuk mahasiswa yang bermental kuat, memiliki 
tanggung jawab, dan mencatak lulusan yang dapat bersaing di 
dunia kerja. 
c. Sebagai tempat untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa 
bagaimana dunia kerja. 
3. Bagi Instansi, Perusahaan swasta, dan BUMN. 
a. Terjalinnya hubungan baik antara Instansi, Perusahaan swasta, dan 
BUMN dengan Universitas Negeri Jakarta. 
b. Membantu membentuk lulusan yang baik sesuai dengan lulusan 
yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
 
D. Tempat PKL 
       Praktikan diberikan kesempatan untuk menjalankan praktik kerja 
lapangan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
Tempat praktik kerja lapangan praktikan dipilih sesuai keinginan praktikan 
sendiri.  
       Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan merupakan Kementerian yang mengatur mengenai 
kebijakan pada pendidikan dan kebudayaan. Khususnya Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan bertugas untuk melakukan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, serta melaksanakan 
evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, 
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sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan 
lainnya. 
       Berikut ini merupakan informasi mengenai tempat praktikan 
melaksanakan PKL: 
nama instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
tempat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lt.4, Jl. 
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
telepon : (021) 5731063     
fax : (021) 5725578     
email : kebudayaan@kemendikbud.goid 
 
E. Jangka Waktu PKL 
       Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan mulai tanggal 15 
Juli sampai dengan 06 September 2019. Berikut ini adalah rincian 
pelaksanaan PKL: 
1. Waktu Persiapan 
       Tahap pertama yang dilakukan praktikan untuk menyiapkan PKL 
ini adalah tahap persiapan. Pada tahap ini praktikan mendatangi bidang 
akademik untuk membuat surat permohonan praktik kerja lapangan 
melalui Fakultas Ekonomi dengan mengisi link yaitu bakh.unj.ac.id. 
Kemudian praktikan mengisi link sesuai dengan instansi yang akan 
dituju oleh praktikan yaitu Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Beberapa hari berikutnya surat permohonan PKL 
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selesai dan pada 11 Juni 2019 praktikan memberikan surat ke 
Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah 
praktikan menunggu selama dua pekan praktikan diberikan kabar 
melalui whatsapp untuk dapat melaksanakan PKL sesuai dengan 
permohonan surat. Namun karena sudah diisi oleh mahasiswa lain 
praktikan tidak ditempatkan di Direktorat Sejarah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan melainkan di Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Surat permohonan PKL terlampir 
pada lampiran 1 halaman 60. 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Tahap pelaksanaan PKL di Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 40 hari 
dimulai pada hari Senin 15 Juli sampai dengan 06 September 2019. 
PKL dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 
WIB untuk Senin s.d Kamis dan istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 
WIB. Untuk hari Jumat dimulai pada pukul 07.30 s.d 16.30 WIB dan 
istirahat pada pukul 11.00 – 13.30 WIB. Bukti pelaksanaan terlampir 
pada lampiran 3 halaman 62 – 64 dan lampiran 5 halaman 66 – 68. 
3. Tahap Pelaporan 
       Tahap Pelaporan ini adalah tahap yang harus dilakukan oleh 
praktikan untuk menyelesaikan tugas praktik kerja lapangan. Tahap 
pelaporan ini dilakukan dan merupakan syarat yang harus dilakukan 
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oleh mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan mulai mengerjakan laporan pada minggu kedua kerja.  
       Di waktu kosong pada minggu kedua praktikan mulai mencicil 
untuk menyusun laporan. Data yang mendukung laporan diperoleh 
ketika praktikan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan meminta izin 
kepada pegawai untuk mendokumentasikan atau meminta data untuk 
kebutuhan penyusunan pelaporan kegiatan praktik kerja lapangan. 
Bukti pelaporan terlampir pada lampiran 2 halaman 61, lampiran 4 
halaman 65, dan lampiran 6 pada halaman 69. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Umum  
       Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berawal dari 5 fase 
yaitu awal kemerdekaan tahun 1945 – 1950, Era Demokrasi Liberal 1951 
– 1959, Era Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966, Era Orde Baru 1966 – 
1998, Era Reformasi 1998 – 2011. Pendidikan pada Pra Kemerdekaan 
didirikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi. Namun, untuk 
kepentingan para kolonial penjajah. Semangat ke-indonesia-an begitu 
kental saat itu untuk membangun identitas diri bangsa merdeka. Dengan 
itu, menteri mengistruksikan kepada seluruh masyarakat untuk wajib 
sekolah dan mengibarkan Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. 
       Kementerian Pendidikan saat itu masih bernama Kementerian 
Pengajaran dengan menteri pertamanya adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada 
Kabinet Syahrir I dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan 
berbagai langkah untuk meneruskan kebijakan menteri sebelumnya. Saat 
berganti ke Kabinet Syahrir II, sampai dengan 2 Oktober 1946 Menteri 
Pengajaran dijabat oleh Muhammad Sjafei. Selanjutnya, sampai dengan 27 
Juni 1947 Menteri Pengajaran dijabat oleh Mr. Suwandi. Pada saat Mr. 
Suwandi terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang 
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diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-
dasar dan susunan pengajaran baru. 
       Kementerian Pengajaran masih terus mengalami pergantian kabinet 
sebanyak tujuh kali selama masa Demokrasi Liberal. Ketika Kabinet 
Natsir terbentuk, Kabinet Natsir menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai 
Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). pada bulan 
April 1951 Kabinet Natsir digantikan dengan Kabinet Sukiman. Lalu, 
Kabinet Sukiman menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan 
K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K kembali, 
kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino 
Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Selama masa Demokrasi Liberal 
ini yang sangat menonjol ialah lahirnya UU Pokok Pendidikan Nomor 4 
Tahun 1950 sebagai kelegalan di bidang pendidikan. 
       Pada Era Demokrasi Terpimpin dimulai dengan adanya Dekrit 
Presiden 5 juli 1959. Namun pada era ini bangsa Indonesia banyak sekali 
mendapatkan cobaan dari masalah konfrontasi dengan Belanda dalam 
masalah Irian Barat sampai dengan peristiwa G30S/PKI. Pada 10 Juli 1959 
– 18 Februari 1960 dalam Kabinet Kerja I, status Kementerian diubah 
menjadi Menteri Muda. Kementerian Pendidikan dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil, Menteri Muda PP dan 
K, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat, yang masing-
masing dipimpin oleh Dr. Prijono,Sudibjo, dan Sujono.  
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       Pada Era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dengan Menteri 
Pendidikan yang dijabat Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho 
Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman 
Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar. Pada Orde Baru ini 
kebijakan-kebijakan baru banyak dikeluarkan. Antara lain, kewajiban 
penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina 
siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau 
EYD, Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah 
pembangunan, dan lain-lain. Lalu perkembangan infrastruktur untuk 
pendidikan juga berkembang.  
       Pada tahun 1998 terjadinya krisis politik dan ekonomi yang 
menyebabkan Soeharto turun jabatan dan digantikan oleh Presiden 
Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan berganti 
nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan Dr. Yahya 
Muhaimin sebagai Menterinya. Pada saat kepemimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, 
MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Tahun 2011 Departemen diganti 
menjadi Kementerian dan bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan 
lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan 
pendidikan di era Reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi 
universitas, Reformasi Undang-Undang Pendidikan dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi 
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guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, 
dan lain-lain. 
1. Visi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi, yaitu 
terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang 
berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. 
2. Misi  
a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat. 
b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. 
c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu. 
d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa. 
e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas 
birokrasi dan pelibatan publik. 
3. Tujuan strategis 
a. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan 
aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. 
b. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan 
c. Peningkatan akses PAUD, dikdas, dikmen, dikmas, dan 
pendidikan anak berkebutuhan khusus. 
d. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi 
pada pembentukan karakter. 
e. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi 
kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar 
pendidikan. 
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f. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel 
dengan melibatkan publik. 
4. Tata Nilai Budaya Kerja  
a. Memiliki Integritas 
Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan 
b. Kreatif dan inovatif 
Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal 
baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 
sebelumnya (gagasan, metode, atau alat) 
c. Inisiatif 
Kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan 
atau dituntut dari pekerjaan. 
d. Menjunjung Meritrokasi 
Menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian peghargaan bagi 
karyawan yang kompeten. 
e. Terlibat Aktif 
Senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
f. Tanpa Pamrih 
Bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi 
 
 
 
 
 
14 
 
 
5. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
       Berikut ini adalah logo dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan: 
Gambar II. 1 Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Sumber: www.kemendikbud.go.id 
 
B. Struktur Organisasi 
       Dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dipimpin oleh menteri. Dalam struktur menteri dibantu oleh 4 staf ahli, 
yaitu Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Staf Ahli Bidang 
Hubungan Pusat dan Daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter, 
dan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.  
       Susunan dalam struktur organisasi menentukan bagian, tugas, dan 
fungsi pekerjaan masing-masing bagian. Struktur organisasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan terlampir pada lampiran 7 halaman 70. 
Sedangkan, struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada 
bagian Gambar II. 2 di bawah ini: 
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Gambar II. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan 
Sumber: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id 
       Berikut merupakan penjelasan secara umum susunan struktur 
organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan: 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi 
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 
2. Bagian Perencanaan dan Penganggaran 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran serta 
laporan Direktorat Jenderal. 
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Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas Subbagian Data dan 
Informasi, Subbagian Program dan Anggaran, dan Subbagian Evaluasi 
Pelaksanaan Program dan Anggaran. 
a) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta 
penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan. 
b) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang 
kebudayaan. 
c) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 
mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran dan 
kebudayaan. 
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 
Bagian Keuangan dan Barang Milik mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di 
lingkungan Direktorat Jenderal. 
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas Subbagian 
Keuangan, Subbagian Barang Milik Negara, dan Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan. 
a) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
bahan koordinasi dan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan 
pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 
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b) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan 
penyusunan bahan koordinasi dan pengadaan, penyimpanan, 
pembayaran, dan pendistribusian, inventaris, dan penghapusan 
barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. 
c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 
akuntansi, rekonsiliasi, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan 
dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. 
4. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian  
Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 
kajian, dan fasilitas kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. 
Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas Subbagian 
Hukum, Subbagian Tata Laksana, dan Subbagian Kepegawaian. 
a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitas 
hukum di lingkungan Direktorat Jenderal. 
b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan analisis dan 
penyempurnaan organisasi, analisis jabatan, dan beban kerja, dan 
penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat 
Jenderal. 
c) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 
perencanaan, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, 
disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat 
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Jenderal serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis 
bidang kebudayaan. 
5. Bagian Umum dan Kerjasama 
Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, kerumahtanggaan serta penyusunan bahan koordinasi 
Kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan. 
Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas Subbagian Tata Usaha, 
Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Kerjasama. 
a) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 
persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direkorat 
Jenderal. 
b) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengaturan penggunaan sarana, 
prasarana, dan kendaraan dinas serta pengelolaan poliklinik 
Direktorat Jenderal. 
c) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan 
ahan koordinasi Kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di 
bidang kebudayaan. 
 
C. Kegiatan Umum 
       Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu pemerintah 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan anak usia menengah, pendidikan masyarakat, dan 
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pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
memiliki beberapa fungsi yaitu: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. 
b. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, 
serta pengelolaan kebudayaan. 
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan 
guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. 
d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. 
h. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan 
sastra. 
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i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
masyarakat, serta kebudayaan.  
j. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan memiliki kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beralamat di 
komplek Kemendikbud Gedung E Lt.4 Jl. Jenderal Sudirman Senayan, 
Jakarta. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 40 hari 
kerja di Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
       Subbagian ini dipimpin oleh Ibu Suharti sebagai Kepala Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan. Praktikan di percaya untuk membantu bagian 
tersebut dalam memonitoring laporan keuangan sampai melakukan 
penyusunan laporan keuangan.  
       Selama melaksanakan PKL praktikan mendapatkan pembelajaran 
mengenai sistem-sistem berbasis web yang digunakan dilingkungan 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, yaitu Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu), E-Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan (e-Rekon-LK), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA).  
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       Berikut merupakan penjelasan mengenai sistem-sistem yang 
digunakan oleh praktikan selama PKL: 
1. MoLK SIMKeu adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 
keuangan berbasis IT yang mampu menghubungkan 365 satuan kerja 
dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online 
dan real time. Aplikasi ini terhubung secara langsung dengan aplikasi 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan E-
Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) Kementerian Keuangan 
yang menyajikan realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D). Sistem MoLK ini selain dapat melihat realisasi 
anggaran secara real juga dapat melihat laporan keuangan secara 
online. 
2. Sistem selanjutnya yang digunakan praktikan ialah E-Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan (e-Rekon-LK). E-Rekon-LK ialah aplikasi berbasis 
web untuk merekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan 
laporan keuangan lembaga. Dalam sistem ini praktikan dapat melihat 
laporan keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan yang 
dibutuhkan. 
3. Sistem terakhir yang digunakan praktikan ialah Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA digunakan untuk proses 
penyusunan laporan keuangan. Sistem ini digunakan untuk mendukung 
tujuan pemerintah dari basis kas menuju akrual. Data yang dihasilkan 
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oleh SAIBA ini berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
yang akan menghasilkan laporan keuangan dan sistem ini terhubung 
dengan sistem E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK).  
       Berikut rincian tugas praktikan selama 40 hari kerja menjalankan di 
PKL Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan: 
1. Melakukan Pencatatan Perjalanan Dinas. 
2. Mencatat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. 
3. Membuat Daya Serap Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan (SETDITJEN) SPM. 
4. Membuat Daya Serap Anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan 
(DITJEN) SP2D.  
5. Mencatat Akumulasi Penyusutan. 
6. Membuat Kertas Kerja Satuan Kerja. 
7. Meng-Input Transaksi SP2D. 
8. Membantu Menyusun Laporan Keuangan Semester I. 
9. Mengikuti Tugas Luar Kantor Workshop Penguatan Pelaksanaan 
Tugas SPI Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
10. Mengikuti Tugas Luar Kantor Internalisasi dan Update Aplikasi. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan selalu 
mendapatkan ilmu baru dari mulai memonitoring laporan keuangan 
sampai dengan penyusunan laporan keuangan semester I. Dalam 
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pelaksanaannya praktikan menggunakan sistem Monitoring Laporan 
Keuangan Sistem Informasi Manajemen (MoLK SIMKeu), E-Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan (e-Rekon-LK), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis 
Akrual (SAIBA). Adapun rincian tugas praktikan selama melaksanakan 
praktik kerja lapangan: 
1. Melakukan Pencatatan Daftar Perjalanan Dinas 
       Daftar perjalanan dinas merupakan bentuk pertanggungjawaban 
yang harus dilakukan oleh setiap pegawai yang telah diberikan tugas 
untuk melakukan perjalanan dinas. Pencatatan perjalanan dinas akan 
dilakukan oleh masing-masing bendahara bagian untuk membuat 
daftar perjalanan dinas dengan anggaran yang sesuai dengan standar 
biaya masukan. Pencatatan daftar perjalanan dinas ini dilakukan untuk 
merincikan pengeluaran yang real dan benar terjadi sesuai dengan 
bukti transaksi yang diberikan pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas kepada bendahara.  
       Nilai-nilai didapatkan dari transaksi masing-masing pegawai yang 
melakukan perjalan dinas keluar kota. Transaksi yang dikeluarkan 
berupa biaya transportasi, uang harian, dan penginapan. Pegawai 
diharuskan memberikan bukti transaksi ke bendahara Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan yang nantinya akan dicatat pada daftar 
normatif. 
       Setelah Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mencatat bukti 
sesuai dengan bukti transaksi maka akan dibuatkan data normatif 
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daftar perjalanan dinas yang nantinya akan diberikan ke Subbagian 
Keuangan sebagai bukti rincian transaksi perjalanan dinas yang akan 
menjadi bagian dari laporan realisasi anggaran. Bagian keuangan akan 
menelaah rincian dari bukti transaksi yang sudah dikumpulkan. 
Pencatatan dilakukan sesuai dengan nama penerima anggaran dan 
dicatat sesuai daerah tujuan. Berikut ini merupakan alur kerja yang 
dilakukan oleh praktikan: 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Gambar III.1 Alur Pembuatan Data Normatif Perjalanan Dinas 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Pada tugas ini praktikan diberi tugas untuk mencatatkan transaksi  
atas bukti transaksi, yaitu kwitansi. Berikut tahapan praktikan 
membuat data normatif perjalanan dinas: 
a. Pada tahap pertama praktikan diberikan kwitansi oleh bendahara 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dan Kemudian praktikan 
Mulai  
Bukti Transaksi 
Perjalanan Dinas 
Input transaksi 
Data Normatif 
Selesai 
Diserahkan ke 
Subbagian 
Akuntansi dan 
Pelaporan  
Diserahkan ke 
Subbagian 
Keuangan 
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mencatat pada Ms.Excel sesuai dengan format yang telah 
disediakan oleh bendahara. Daftar normatif ini terdiri dari kolom 
“Nama”, “Tujuan”, “Tanggal Berangkat”, “Tanggal Kembali”, 
“Waktu”, “Uraian”, “Rincian”, dan “Jumlah”. 
b. Lalu praktikan mencatat nama-nama pegawai yang telah 
melaksanakan perjalanan dinas pada kolom nama di Ms.Excel. 
c. Selanjutnya praktikan memasukan tanggal keberangkatan, tanggal 
kembali pegawai, dan waktu. Pada kolom “waktu” diisi sesuai 
dengan lamanya pegawai melaksanakan perjalanan dinas. 
d. Lalu praktikan menguraikan transaksi-transaksi pada kolom 
“uraian” sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh bendahara 
kepada praktikan. Kemudian secara otomatis kolom “rincian” dan 
“jumlah” akan terisi. 
e. Setelah praktikan menyelesaikan poin (a) sampai poin (d). 
Praktikan memberikan data ke bendahara Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan untuk ditelaah oleh Subbagian Keuangan sesuai 
dengan masing-masing pegawai yang telah melaksanakan 
perjalanan dinas. 
       Data yang dibuat oleh praktikan mengenai perjalanan dinas 
pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan akan menjadi salah satu 
bukti laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran yang telah 
diolah oleh Subbagian Keuangan. Setelah praktikan menyelesaikan 
pencatatan pada data normatif praktikan akan mengakumulasikan 
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jumlah data normatif masing-masing pegawai untuk dicatat kembali 
pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang akan 
praktikan jelaskan pada poin bagian kerja selanjutnya. Bukti pekerjaan 
praktikan terlampir pada lampiran 8 halaman 71 – 72. 
2. Mencatat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
       Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) digunakan 
sebagai pengganti bukti transaksi dari pegawai yang telah 
melaksanakan perjalanan dinas. SPTJB ini merupakan rekapitulasi 
akumulasi perjalanan dinas yang telah dicatat oleh praktikan pada 
tugas sebelumnya yaitu pencatatan perjalan dinas pada daftar 
normatif. Berikut merupakan alur kerja yang dilakukan oleh 
praktikan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 2 Alur Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung 
Jawab Belanja 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
Mulai  Data Normatif 
Akumulasi Transaksi  
Data Normatif transaksi 
Selesai 
Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab 
Belanja (SPTJB) 
Ditandatangani oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran dan 
Bendahara Pengeluaran 
Bagian Keuangan dan BMN 
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Berikut adalah tahapan praktikan mencatat SPTJB: 
a. Pada tahap pertama prakitkan diberikan format SPTJB dalam 
bentuk Ms.Excel. SPTJB ini terdiri dari kolom “MAK”, 
“Penerima”, “Uraian”, “Jumlah”, dan “Pajak yang dipungut 
Bendahara”. Kemudian praktikan menyusun kembali nama-nama 
pegawai yang telah dicatat pada Data Normatif. 
b. Tahap selanjutnya praktikan menguraikan daerah tujuan 
perjalanan dinas pegawai pada kolom “uraian” sesuai dengan 
bukti transaksi yang diberikan oleh pegawai.  
c. Selanjutnya praktikan mengakumulasikan jumlah transaksi yang 
telah dicatat pada kolom “uraian” di data normatif untuk dicatat 
kembali pada kolom “jumlah” di SPTJB. 
d. Setelah poin (a) sampai poin (c) selesai dicatat oleh praktikan data 
akan diberikan kepada bendahara Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan untuk berikan kepada kuasa pengguna anggaran dan 
bendahara pengeluaran Bagian Keuangan. 
       SPTJB akan disimpan oleh bendahara Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan sebagai arsip. Sedangkan bukti-bukti pengeluaran anggaran 
dan asli setoran pajak akan disimpan oleh kuasa pengguna anggaran 
untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pengawasan 
fungsional. SPTJB yang telah disusun oleh Subbagian Akuntansi dan 
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Pelaporan akan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran satuan 
kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dan bendahara pengeluaran 
Bagian Keuangan dan BMN yang bertanggung jawab terhadap 
anggaran yang telah keluar dan dibayar lunas oleh bendahara 
pengeluaran kepada pihak yang berhak menerimanya. Bukti pekerjaan 
praktikan terlampir pada lampiran 9 halaman 73. 
3. Membuat Daya Serap Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan (SETDITJEN) SPM  
       Kegiatan ini dilakukan pada sistem berbasis web yaitu Monitoring 
Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Molk 
SIMKeu). Sistem ini dapat digunakan untuk beberapa fungsi: 
a. Melihat laporan keuangan 
b. Program Prioritas  
c. Perjadin 
d. Kinerja Anggaran 
       Fungsi yang digunakan oleh praktikan salah satunya adalah untuk 
melihat kinerja anggaran yang telah digunakan oleh satuan kerja 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sistem MoLK SIMKeu 
ini dapat melihat pencapaian dari realisasi anggaran pada masing-
masing satuan kerja dalam bentuk rupiah maupun presentase 
pencapaian. Realisasi anggaran yang disajikan pada sistem ini berupa 
Realisasi Anggaran per Eselon I, Realisasi per Jenis Belanja, Realisasi 
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per Jenis Kewenangan, Rekapitulasi Anggaran Perjalanan Dinas 
Eselon I, dan Grafik Rencana dan Realisasi Penyerapan.  
       Realisasi per jenis belanja yang terdapat pada sistem MoLK 
SIMkeu berasal dari: 
1. Belanja Pegawai 
         Belanja pegawai merupakan pengeluaran negara yang 
digunakan untuk membayar gaji, termasuk berbagai tunjangan, 
membayar honorarium, lembur, vakansi, tunjangan khusus, serta 
pembayaran pensiun dan asuransi kesehatan pegawai (Bastian, 
2005)   
2. Belanja Modal 
       Belanja modal merupakan seluruh pengeluaran negara yang 
digunakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi 
dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya (Bastian, 2005) 
3. Belanja Barang 
       Belanja barang merupakan pengeluaran negara yang 
digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan untuk 
pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan asset negara. 
       Realisasi atas anggaran yang telah diserap oleh Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan akan dipertanggungjawabkan oleh 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Laporan Realisasi 
Anggaran. 
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       Sumber data pada daya serap realisasi anggaran pada sistem ini 
salah satunya berasal dari tugas praktikan yang ada pada poin satu dan 
poin dua di bidang kerja praktikan dan realisasi anggaran yang telah di 
serap oleh bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan. Data pada tugas praktikan yang ada pada poin 
satu dan poin dua akan di-input oleh Subbagian Keuangan yang akan 
menghasilkan laporan realisasi anggaran pada sistem MoLK SIMKeu. 
       Daya serap dari anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan akan menghasilkan tiga output , yaitu layanan dukungan 
manajemen pada eselon I, layanan sarana dan prasarana internal, dan 
layanan perkantoran. Monitoring laporan keuangan dilakukan untuk 
memantau sejauh mana realisasi anggaran sudah terlaksana. Daya 
serap ini juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan anggaran 
yang diberikan tahun anggaran berikutnya. Praktikan memonitoring 
anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).  
       Dalam hal ini praktikan diminta untuk melakukan update 
terhadap Raelisasi Anggaran per Eselon I pada unit kebudayaan. 
Monitoring ini dilakukan setiap hari apakah adanya perubahan 
terhadap realisasi anggaran pada masing-masing satker atau tidak. 
Pada Ms.Excel terdiri dari kolom “Uraian”, “Alokasi”, “Realisasi”, 
“Presentase”, “Sisa Anggaran”, dan “Keterangan”. Berikut merupakan 
alur pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan: 
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Gambar III. 3 Alur Membuat Daya Serap Anggaran Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Berikut merupakan tahapan praktikan dalam membuat daya serap 
realisasi anggaran: 
a. Praktikan diberikan data berupa Ms.Excel dan diminta untuk 
membuka sistem MoLK SIMKeu kemudian praktikan diberikan 
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password dan username untuk masuk kedalam sistem MoLK 
SIMKeu. Berikut tahapan membuka sistem MoLK SIMKeu: 
1) Praktikan membuka http://molk.kemdikbud.go.id kemudian 
praktikan memilih Tahun Anggaran (T.A) dan Log in dengan 
memasukan username dan password. 
2) Kemudian praktikan mengklik SimKeu 2019 lalu praktikan 
memilih kebudayaan pada kolom “nama unit” yang ada di 
sistem MoLK SIMKeu. 
3) Lalu praktikan mengklik Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan dan melihat data yang akan dicocokan pada 
realisasi anggaran per sub output. 
b. Pada tahap berikutnya praktikan membuka sheet per sub output  
pada Ms.Excel kemudian praktikan mencocokan data pada 
Ms.Excel dan sistem MoLK SIMKeu. Data yang dicocokan 
adalah pada kolom “pagu” yang ada di MoLK SIMKeu dengan 
kolom “alokasi” yang berada di Ms.Excel. Ketika adanya 
perbedaan nilai antara MoLK SIMKeu dengan Ms.Excel maka 
praktikan memperbaharui data yang ada pada Ms.Excel sesuai 
dengan data yang ada pada sistem MoLK SIMKeu. 
c. Setelah kolom “pagu” selesai diperbaharui praktikan mencocokan 
data pada kolom “realisasi” yang berada di Ms.Excel dengan 
kolom “realisasi SPM (SAS)” yang ada pada sistem MoLK 
SIMKeu. Ketika adanya perbedaan praktikan memperbaharui data 
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yang ada pada Ms.Excel sesuai dengan data yang ada pada sistem 
MoLK SIMKeu. 
d. Setelah seluruh data pada kolom “pagu” dan “realisasi” di 
Ms.Excel dan sistem MoLK SIMKeu selesai diperbaharui 
praktikan membuka sheet grafik. Pada tahap ini praktikan 
menyesuaikan nilai data yang ada pada kolom “realisasi” yang 
ada pada sheet grafik dengan kolom “presentase” yang ada pada 
sheet per sub output SIMKeu.  
       Setelah tahap pada poin (a) sampai poin (d) selesai dikerjakan 
praktikan memberikan data daya serap realisasi anggaran kepada 
pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menjadi bahan 
monitoring realisasi anggaran pada hari dimana praktikan membuat 
daya serap realisasi anggaran tersebut. Bukti pekerjaan praktikan 
terlampir pada lampiran 10 halaman 74 – 78. 
4. Membuat Daya Serap Anggaran Direktorat Jenderal 
Kebudayaan (DITJEN) SP2D 
       Membuat daya serap anggaran ini dilakukan pada sistem 
Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen (MoLK 
SIMKeu) untuk menilai capaian atas serapan anggaran yang telah 
diserap oleh 39 satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan setiap harinya. Perbedaan tugas dengan poin ketiga yang 
telah dilakukan oleh praktikan ialah praktikan melakukan pencatatan 
atas daya serap anggaran yang telah diserap oleh 39 satuan kerja yang 
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berada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada tugas ini praktikan 
juga mencatatkan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja pada sheet 
“perbelanja” yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja 
Barang yang sebelumnya tidak dilakukan pada tugas poin ketiga . 
Sementara pada tugas sebelumnya praktikan hanya mencatatkan 
realisasi anggaran berdasarkan output.  
       Kegiatan ini biasa dilakukan oleh pegawai Subbagian Akuntansi 
Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai kantor 
pusat. Sumber data untuk membuat daya serap anggaran Direktorat 
Jenderal Kebudayaan disusun berdasarkan realisasi anggaran yang 
telah diserap oleh 39 satuan kerja yang ada pada lingkup Direktorat 
Jenderal Kebudayaan dan sesuai dengan daftar belanja pegawai, 
belanja barang, dan belanja modal yang didapatkan dari sistem MoLK 
SIMKeu.  
       Realisasi anggaran akan ter-update dan berubah setiap harinya. 
Jika ada satuan kerja yang diketahui tidak melakukan perubahan pada 
realisasi anggaran dalam kurun waktu 15 hari maka Direktorat 
Jenderal Kebudayaan akan mencari tahu mengapa satuan kerja 
tersebut tidak aktif. Daya serap yang telah dimonitoring akan 
diberikan kepada pegawai Sub Akuntansi dan Pelaporan dan diberikan 
kepada pemimpinan sebagi bahan evaluasi harian terhadap capaian 
anggaran yang telah diserap oleh seluruh satuan kerja. Berikut 
merupakan alur kerja yang praktikan lakukan: 
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Gambar III. 4 Alur Membuat Daya Serap Anggaran Direktorat 
Jenderal Kebudayaan 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Berikut tahapan praktikan membuat daya serap anggaran 
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a. Praktikan diberikan data berupa Ms.Excel dan diminta untuk 
membuka sistem MoLK SIMKeu kemudian praktikan 
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bidang kerja praktikan untuk masuk kedalam sistem MoLK 
SIMKeu. Berikut tahapan membuka sistem MoLK SIMKeu: 
1) Praktikan membuka http://molk.kemdikbud.go.id kemudian 
praktikan memilih Tahun Anggaran (T.A) dan Log in dengan 
memasukan username dan password. 
2) Kemudian praktikan mengklik SimKeu 2019 lalu praktikan 
memilih kebudayaan pada kolom nama unit yang ada di sistem 
MoLK SIMKeu. 
3) Lalu praktikan memilih nama unit satuan kerja dengan 
mengklik satu per satu nama unit yang ada dilingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan.  
b. Pada tahap berikutnya praktikan membuka Ms.Excel. Pada Ms 
Excel terdapat 2 sheet yang harus praktikan sesuaikan dengan 
sistem MoLK SIMKeu yaitu sheet perbelanja dan sheet output. 
Pada sheet perbelanja tersedia kolom “Satker”, “Akun”, “Pagu”, 
“Realisasi”, “Sisa Anggaran”, “%”, dan “Keterangan”. Pertama 
praktikan membuka sheet output pada Ms.Excel kemudian 
praktikan mencocokan data pada Ms.Excel dan realisasi anggaran 
pada unit satuan kerja yang ada pada sistem MoLK SIMKeu. 
Data yang dicocokan adalah pada kolom “pagu” yang ada di 
MoLK SIMKeu dengan kolom “Alokasi” yang berada di 
Ms.Excel. ketika adanya perbedaan nilai antara MoLK SIMKeu 
dengan Ms.Excel maka praktikan memperbaharui data yang ada 
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pada Ms.Excel sesuai dengan data yang ada pada sistem MoLK 
SIMKeu. 
c. Setelah kolom “pagu” dan “alokasi” selesai diperbaharui 
praktikan mencocokan data pada kolom “realisasi SP2D (SAS)” 
yang berada di sistem MoLK SIMKeu dengan kolom “realisasi” 
yang ada pada Ms.Excel. Ketika adanya perbedaan praktikan 
memperbaharui data yang ada pada Ms.Excel sesuai dengan data 
yang ada pada sistem MoLK SIMKeu. 
d. Setelah seluruh data di Ms.Excel dan sistem MoLK SIMKeu 
selesai diperbaharui praktikan membuka sheet perbelanja di 
Ms.Excel. Pada tahap ini praktikan mencatat nilai dari belanja 
pegawai, belanja barang, dan belanja modal berdasarkan data 
yang ada pada sistem MoLK SIMKeu sesuai dengan anggaran per 
jenis belanja. Berikut tahapan mencatatkan realisasi anggaran per 
jenis belanja: 
1) Pertama Praktikan mengubah pagu anggaran pada Ms.Excel 
sesuai dengan kolom “pagu” pada sistem MoLK SIMKeu. 
2) Kemudian praktikan mengubah data pada kolom “realisasi” 
di Ms.Excel sesuai dengan kolom “realiasasi SP2D (SPAN)” 
yang ada pada realisasi per jenis belanja di sistem MoLK 
SIMKeu. 
3) Lalu setelah poin 1 dan 2 selesai diperbaharui jumlah yang 
ada pada pagu dan realisasi di Ms.Excel akan otomatis 
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mengurangi yang akan menghasilkan sisa anggaran satuan 
kerja pada kolom “sisa anggaran”. 
e. Tahap akhir praktikan memberikan data yang telah dikerjakan 
kepada pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk 
menjadi data monitoring realisasi anggaran satuan kerja di 
Direktorat Jenderal Kebudayaan pada hari dimana praktikan 
membuat daya serap realisasi anggaran tersebut. Bukti pekerjaan 
praktikan terlampir pada lampiran 11 halaman 79 – 80. 
5. Mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. 
       Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban 
penyusutan periodik (Hery, 2015). Akumulasi penyusutan ini 
dilakukan kepada seluruh aset tetap dilingkungan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan yaitu pada 39 satuan kerja. Akumulasi penyusutan 
dilakukan untuk mengetahui nilai buku pada aset tetap yang dimiliki 
oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan setiap bulannya. Akumulasi 
penyusutan yang dicatat oleh praktikan sudah tidak lagi menggunakan 
hitungan manual dengan metode depresiasi melainkan praktikan 
mencatat akumulasi penyusutan berdasarkan sistem yang disediakan 
oleh Kementerian Keuangan. 
       Sumber data akumulasi penyusutan didapatkan dari pegawai 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan yang didapatkan pada sistem E-
Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) yang telah diolah 
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terlebih dahulu oleh Subbagian Barang Milik Negara melalui aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK-BMN) dan terhubung dengan sistem e-Rekon-LK. Aset tetap 
diseluruh satuan kerja akan dilakukan pencatatan akumulasi 
penyusutan oleh Subbagian Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 
Berikut merupakan alur kerja yang dilakukan oleh praktikan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 5 Alur Membuat Rincian Akumulasi Penyusutan 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Berikut tahapan praktikan dalam melakukan pencatatan akumulasi 
penyusutan aset tetap: 
a. Praktikan diberikan file berupa rincian akumulasi penyusutan oleh 
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diolah oleh Subbagian Barang Milik Negara. Lalu praktikan 
diberikan format untuk pencatatan akumulasi penyusutan pada 
Ms.Excel. pada Ms.Excel tersedia kolom “Aset Tetap”, “Masa 
Manfaat”, “Nilai Perolehan”, “Akumulasi Penyusutan”, dan 
“Nilai Buku”. 
b. Selanjutnya praktikan membuka file Ms.Excel lalu praktikan 
mengisi data yang praktikan dapatkan dari pegawai Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan pada kolom “nilai perolehan” dan 
kolom “akumulasi penyusutan”. 
c. Praktikan mencatatkan nilai perolehan pada akun aset tetap yaitu 
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalanan dan 
jembatan, irigasi, jaringan, aset tetap dalam renovasi, dan aset 
tetap lainnya. Kemudian “nilai perolehan” pada akun-akun 
tersebut akan dikurangi dengan “akumulasi penyusutan” per 31 
Juni 2019 yang akan menghasilkan “nilai buku” per 31 Juni 2019. 
d. Tahap akhir praktikan menjumlah seluruh akun-akun aset tetap. 
Total dari masing-masing akun akan dibandingkan dengan 
laporan keuangan berupa Neraca. 
       Setelah seluruh tahapan selesai dikerjakan praktikan memberikan 
hasil pekerjaan kepada pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
Data akumulasi penyusutan ini dibutuhkan oleh Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan sebagai rincian akumulasi penyusutan guna data 
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pendukung dari bagian laporan keuangan berupa Neraca. Bukti 
pekerjaan praktikan terlampir pada lampiran 12 halaman 81. 
6. Membuat kertas kerja dana hibah 
       Kertas kerja dana hibah ialah rincian dari dana hibah yang 
diberikan kepada seluruh satuan kerja dilingkup Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. Kertas Kerja disusun untuk mengetahui secara mudah 
jumlah total dana hibah yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal 
Kebudayaan kepada seluruh satuan kerja. Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan mendapatkan sumber data dana hibah melalui E-
Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK) yang telah diolah 
sebelumnya oleh Subbagian Barang Milik Negara.  
       Kertas kerja dana hibah ini akan digunakan untuk membuat 
laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah diberikan 
kepada seluruh satuan kerja. Berikut merupakan alur kerja yang 
dilakukan oleh praktikan: 
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Gambar III. 6 Alur Membuat Kertas Kerja Dana Hibah 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Berikut langkah-langkah praktikan dalam menyusun kertas kerja 
dana hibah: 
a. Praktikan mendapatkan file hardcopy dari pegawai Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan. File dana hibah yang diberikan berisi 
antara lain barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, persediaan 
lainnya, suku cadang, aset tetap lainnya, tanah bangunan, peralatan 
dan mesin, aset lain-lain, barang persediaan lainnya, dan bahan 
baku. 
b. Berikutnya praktikan membuat kertas kerja pada Ms. Excel 
berdasarkan nama satuan kerja. Kemudian mencatatkan jumlah 
dana hibah yang diterima oleh masing-masing satuan kerja 
berdasarkan file dana hibah yang diberikan oleh pegawai. 
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c. Tahap akhir praktikan mengakumulasikan jumlah seluruh dana 
hibah yang diterima oleh masing-masing satuan kerja untuk 
melihat jumlah total dana hibah yang telah diterima. 
       Setelah kertas kerja dana hibah selesai, praktikan mengirimkan 
hasil kerja tersebut melalui email ke Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan. Kertas kerja dana hibah ini akan diolah kembali untuk 
menjadi Laporan Barang Milik Negara oleh Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan. Bukti pekerjaan praktikan terlampir pada lampiran 13 
halaman 82 – 84. 
7. Meng-Input Transaksi SP2D 
       Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan adanya 
perencaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan 
oleh masing-masing pengguna anggaran dari APBN negara.  
       Setiap 1 tahun periode Subbagian Akuntansi dan Pelaporan akan 
membuat perencaan atas anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Lembaga (RKAKL) yang akan menghasilkan dokumen 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan 
dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas 
nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan 
pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan 
akuntansi pemerintah. Selain itu Bagian Keuangan akan membuat 
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Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan ke Surat Perintah Membayar 
(SPM) yang berisi rincian keuangan. Setelah SPP dan SPM disetujui 
status pencarian yang diubah menjadi SP2D. SP2D merupakan surat 
perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum 
Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan 
Surat Perintah Membayar (SPM).  
       Selama pelaksanaan PKL Praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk mempelajari penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis 
Akrual (SAIBA). Berikut merupakan alur kerja yang dilakukan oleh 
praktikan:  
 
 
 
 
 
Gambar III. 7 Alur Meng-input SP2D 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Data yang dibutuhkan dalam meng-input data ke aplikasi SAIBA 
adalah laporan setoran yang telah disetorkan oleh bendahara 
pengeluaran Bagian Keuangan dan BMN yaitu Laporan Pembayaran 
atau Penyetoran Non Anggaran. Berikut merupakan langkah meng-
input transaksi ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA): 
Dokumen Laporan 
Pembayaran/Penyetoran 
Non Anggaran 
Input Data SP2D 
Melalui SAIBA 
Laporan Keuangan 
Mulai  
Selesai  
46 
 
 
a. Tahap pertama praktikan diberikan bukti penyetoran non 
anggaran oleh pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
Kemudian praktikan diminta untuk membuka aplikasi SAIBA. 
Aplikasi SAIBA hanya dimiliki oleh satu orang operator di 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
b. Kemudian praktikan memasukan username, password, dan pilih 
tahun anggaran kemudian klik log in. 
c. Praktikan mengklik menu daftar SPM dan SP2D dan 
Pengembalian Belanja lalu mengklik daftar SSPB. 
d. Selanjutnya praktikan mengklik tambah. Lalu akan muncul 
format isian yang harus diisi oleh praktikan. Data yang harus diisi 
oleh praktikan antara lain memasukan tanggal dokumen, nomor 
NTB, kode KPPN dan Nomor NTPN. Selanjutnya masukan 
jumlah setoran pengembalian belanja atau belanja lalu praktikan 
mengklik simpan. 
e. Praktikan memasukan dua kode akun pada aplikasi SAIBA. 
Pertama kode akun kepala 5 (lima) yaitu untuk transaksi belanja 
yang dilakukan pada periode anggaran tahun ini yaitu tahun 2019. 
Lalu kode akun kepala 8 (delapan) untuk pengembalian belanja 
tahun yang lalu atau tahun 2018. 
       Setelah pekerjaan selesai data yang telah di-input oleh praktikan 
akan secara otomatis masuk ke dalam sistem E-Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan (e-Rekon-LK) yang akan menghasilkan laporan keuangan. 
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Bukti pekerjaan praktikan terlampir pada lampiran 14 halaman 85 – 
88. 
8. Membantu Menyusun Laporan Keuangan Semester I Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan 
       Penyusunan laporan keuangan semester I  Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan dibuat untuk melaporkan pertanggungjawaban 
atas realisasi anggaran yang telah digunakan selama 6 bulan yaitu 
bulan Januari sampai dengan Juni. Tugas ini berkaitan dengan poin 
ketiga bidang kerja praktikan. Sumber data yang diperoleh untuk 
menyusun laporan keuangan didapat dari realisasi anggaran yang telah 
digunakan oleh bagian-bagian dilingkup Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan yaitu Bagian Perencanaan dan Sistem 
Pendataan, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Bagian 
Hukum,Tata Laksana, dan Kepegawaian, dan Bagian Umum dan 
Kerjasama. 
       Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan 
lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas untuk 
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/ 
lembaga yang dipimpinnya.  
       Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Komponen laporan keuangan pemerintah 
basis akrual terdiri dari: 
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1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
3) Neraca 
4) Laporan Operasional 
5) Laporan Perubahan Ekuitas  
6) Catatan atas Laporan Keuangan 
7) Laporan Arus Kas 
       Sedangkan komponen laporan keuangan yang digunakan 
dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
       Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan 
(Hasanah dan Fauzi, 2016). 
b. Neraca 
       Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entittas 
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 
tertentu (Hasanah dan Fauzi, 2016). 
c. Laporan Operasional 
       Laporan Operasinal (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang 
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 
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penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan 
(Hasanah dan Fauzi, 2016). 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
       Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya (Hasanah dan Fauzi,2016). 
e. Catatan atas Laporan Keuangan 
       Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif 
atau rincian dari angka yag tertera dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. 
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang 
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan 
dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 
diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 
penyajian laporan keuangan secara wajar (Hasanah dan Fauzi, 
2016). 
       Di bawah ini merupakan alur kerja praktikan dalam membantu 
menyusun laporan keuangan semester I: 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 8 Alur Membantu Menyusun Laporan Keuangan 
Semester I 
Sumber : data dibuat oleh Praktikan 
       Berikut merupakan tahapan praktikan dalam membantu 
menyusun laporan keuangan semester I Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan: 
a. Tahapan pertama praktikan diberikan dokumen laporan keuangan 
dalam bentuk Ms.Word kemudian praktikan diminta untuk 
memperoleh data laporan keuangan yang dibutuhkan dalam 
penyusuan laporan keuangan melalui sistem E-Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan (e-Rekon-LK). Sistem E-Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan (e-Rekon-LK) merupakan aplikasi berbasis web untuk 
Mulai  
 Laporan Realisasi Anggaran 
 Laporan Operasional 
 Neraca 
 Laporan Perubahan Ekuitas 
Disusun di Lembar Kerja  Ms. 
Word 
Laporan Keuangan 
Semester I 
Selesai 
Penyerahan ke 
Subbagian Akuntansi 
dan Pelaporan 
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melihat rekonsiliasi keuangan dan laporan keuangan yang telah 
dibuat oleh kementerian/lembaga pada periode pelaporan. Adapun 
langkah-langkah praktikan untuk memperoleh data laporan 
keuangan pada E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK): 
1) Praktikan membuka http://e-rekon-lk..djpbn.kemenkeu.go.id 
kemudian praktikan memasukan username dan password lalu 
memilih tahun anggaran. 
2) Setelah itu akan muncul halaman utama E-Rekonsiliasi 
Laporan Keuangan (e-Rekon-LK). Kemudian praktikan 
memilih menu laporan lalu mengklik laporan keuangan. 
3) Selanjutnya praktikan memilih jenis laporan yang akan di 
download lalu memilih periode pelaporan dan memilih satuan 
kerja yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada 
tahap ini laporan yang praktikan download ialah Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. 
b. Selanjutnya praktikan membuka data-data yang telah di download. 
c. Praktikan mencatat kembali data laporan keuangan yang telah di 
download pada format laporan keuangan di Ms.Word. Berikut 
merupakan laporan yang disusun oleh praktikan: 
1) Pada laporan Realisasi Anggaran praktikan mencatat pada 
kolom “tahun anggaran” sebelumnya yaitu tahun 2018 dimana 
data pada tahun 2018 didapatkan dari Laporan Realisasi 
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Anggaran Tahun 2018. Kemudian praktikan mencatatkan 
realisasi anggaran tahun 2019 pada akun “pendapatan dan 
belanja” sesuai dengan data yang telah praktikan download. 
2) Pada Laporan Operasional praktikan mencatat pada kolom 
“kegiatan operasional” dan “kegiatan non operasional” di tahun 
anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. 
3) Pada Neraca praktikan mencatatkan jumlah aset, jumlah 
kewajiban, dan jumlah ekuitas pada tahun 2018 dan 2019 
4) Tahap akhir praktikan melakukan pencatatan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas. Praktikan mencatatkan jumlah ekuitas awal 
pada tahun 2018 dan 2019 dikurangi dengan defisit yang 
muncul pada tahun 2018 dan 2019 sehingga akan menghasilkan 
jumlah ekuitas akhir tahun 2018 dan 2019. 
       Data yang praktikan telah kerjakan akan diberikan kepada 
pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk digabungkan 
menjadi satu dengan Catatan atas Laporan keuangan yang telah 
disusun oleh pegawai Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Laporan 
keuangan ini nantinya akan menjadi pertanggungjawaban Subbagian 
Akuntansi dan Peleporan atas realisasi anggaran yang telah 
dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Lembaga (RKAKL) dan digunakan selama bulan Januari s.d. Juni 
tahun 2019. Bukti pekerjaan praktikan terlampir pada lampiran 15 
halaman 89 – 92. 
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9. Mengikuti Tugas Luar Kantor Workshop Penguatan Pelaksanaan 
Tugas SPI Direktorat Jenderal Kebudayaan 
       Workshop ini diadakan guna meningkatkan kualitas SPI 
dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Workshop ini diikuti 
oleh 38 satuan kerja berikut Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
dengan total 39 satuan kerja. Pemateri pada workshop ini berasal dari 
Insprektorat Jenderal Kemendikbud. Hal-hal yang dibahas berupa 
tugas-tugas dan fungsi SPI serta tata cata pembuatan laporan hasil 
pengawasan dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Tata cara 
reviu SPJ keuangan, Tata cara reviu pengadaan barang/jasa, dan reviu 
anggaran. 
       Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari. Dimulai pada tanggal 1 
Agustus s.d. 03 Agustus di Hotel Morrisey Jakarta Pusat. Dalam tugas 
ini praktikan ditugaskan untuk menjadi notulensi dan operator selama 
jalannya acara. Setelah kegiatan selesai praktikan diminta untuk 
membuat laporan kegiatan dari awal kegiatan sampai selesai acara. 
Laporan kegiatan ini akan diberikan kepada pegawai Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan. Bukti pekerjaan praktikan terlampir pada 
lampiran 16 halaman 93 – 94. 
10. Mengikuti Tugas Luar Kantor Internalisasi dan Update Aplikasi 
       Dalam Subbagian Akuntansi Dan Pelaporan ada beberapa tugas 
yang dilakukan salah satunya adalah operator SAIBA. SAIBA adalah 
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aplikasi yang menghubungkan sistem ke E-Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan (e-Rekon-LK) untuk menjadi laporan keuangan. 
Internalisasi ini diadakan untuk memperbaharui informasi yang 
digunakan pada sistem SAIBA salah satunya perubahan kode akun 
pada aplikasi. Serta kesulitan serta hambatan yang terjadi dalam 
melakukan transaksi pada sistem dapat diselesaikan. 
       Kegiatan ini diikuti oleh 39 satuan kerja yang ada pada lingkungan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kegiatan ini diikuti oleh 39 satker 
dan dihadiri oleh pegawai yang memiliki tanggung jawab dan tugas 
untuk meng-input langsung transaksi pada aplikasi SAIBA, SIMAK, 
dan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (e-Rekon-LK). Adanya 
perkembangan, beberapa perubahan, dan akun-akun tambahan yang 
harus diketahui oleh pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut 
secara langsung. Setelah kegiatan selesai praktikan diminta untuk 
membuat laporan kegiatan dari awal kegiatan sampai selesai acara. 
Laporan kegiatan ini akan diberikan kepada pegawai Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan. Bukti pekerjaan praktikan terlampir pada 
lampiran 17 halaman 95. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Saat melaksanakan praktik kerja lapangan praktikan tentu menghadapi 
beberapa kendala. Berikut beberapa kendala yang ditemukan oleh 
praktikan: 
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1. Praktikan mengalami kesulitan pada istilah-istilah yang digunakan 
dalam lingkup Sekretariat Jenderal Kebudayaan. Banyaknya istilah-
istilah yang belum pernah praktikan dengan sehingga membuat 
praktikan terkendala dalam melaksanakan pekerjaan. 
2. Praktikan belum mengetahui cara untuk menggunakan sistem 
Monitoring Laporan Keuangan (MoLK) sehingga menghambat 
pekerjaan praktikan. Sistem MoLK yang sering kali loading dan 
membuat akun-akun tidak tersusun rapih sehingga praktikan harus 
menunggu loading sampai rincian dari laporan keuangan tersusun rapih 
kembali. Kemungkinan dengan adanya penggunaan sistem yang 
dilakukan secara bersamaan dengan pegawai lainnya. 
3. Praktikan belum mengatahui penggunaan aplikasi SAIBA sehingga 
menghambat pekerjaan praktikan. 
 
D. Cara Mengatasi Masalah 
       Setiap kendala yang dihadapi pasti memiliki solusi untuk 
mengatasinya. Berikut beberapa solusi yang dilakukan praktikan ketika 
mengahadapi kendala: 
1. Praktikan pertama-tama melakukan pencarian sendiri terkait istilah-
istilah baru yang digunakan untuk menunjang kinerja praktikan. 
Kemudian praktikan juga bertanya kepada beberapa pegawai untuk 
memastikan. Sehingga dapat memudahkan praktikan untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
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2. Praktikan bertanya kepada pegawai terkait langkah-langkah untuk 
membimbing praktikan agar dapat menggunakan sistem MoLK dan 
Praktikan menunggu hingga sistem stabil dan dapat digunakan kembali. 
3. Praktikan bertanya terlebih dahulu langkah-langkah yang dibutuhkan 
untuk melakukan Input sampi posting menggunakan sistem SAIBA.
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
       Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Sekretariat 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Praktikan dapat mengambil 
kesimpulan bahwa praktikan mendapatkan kesempatan untuk dapat 
mempelajari bagaimana yang harus dilakukan ketika bekerja dan praktikan 
dapat mempelajari hal-hal baru pada lingkup Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada 
laporan keuangan. Praktikan juga dapat mempelajari sistem akuntansi 
yang digunakan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat menggunakannya 
secara langsung untuk kebutuhan pelaporan keuangan, dari melakukan 
monitoring terhadap laporan keuangan menggunakan sistem MoLK 
SIMKeu, meng-input SP2D ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA), menyusun laporan keuangan dari E-Rekonsiliasi Laporan 
Keuangan (e-Rekon-LK) hingga menjalankan 2 kegiatan yang merupakan 
program kerja dari Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
       Selama PKL praktikan mendapatkan berbagai pengalaman kerja yang 
nyata. Beberapa hal yang berguna bagi praktikan yang didapatkan selama 
menjalani PKL adalah: 
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1. Praktikan mendapatkan pembelajaran mengenai sistem-sistem 
akuntansi pemerintahan yang sebelumnya belum didapatkan selama 
perkuliahan, yaitu dapat menggunakan sistem akuntansi informasi 
berbasis akrual yang digunakan pada lingkup Sekretariat Direktorat 
Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara 
langsung. 
2. Praktikan dapat mempelajari bagaimana etika yang harus dimiliki 
ketika bekerja bersama dalam lingkup yang lebih besar. 
 
B. Saran 
       Praktikan menyadari selama melaksanakan PKL bahwa masih adanya 
kekurangan yang dilakukan oleh praktikan. Maka dari itu praktikan ingin 
memberikan saran-saran yang baik untuk membantu pihak-pihak terkait, 
yaitu: 
1. Bagi mahasiwa yang akan PKL 
a. Melakukan persiapan PKL 3 bulan sebelum dimulai, terutama 
mencari perusahaan yang akan dijadikan tempat untuk praktik. 
b. Mencari tahu informasi PKL ke dosen atau teman yang mengetahui 
info terkait PKL, agar mengatahi apa saja yang harus dilakukan oleh 
praktikan sebelum dan sesudah PKL. 
c. Membiasakan diri untuk kerja bersama team, agar ketika bekerja 
dapat menyesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang lebih besar. 
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d. Banyak bertanya kepada pegawai terkait tugas-tugas yang harus 
dicapai guna menyusun laporan praktik kerja lapangan agar data 
yang didapat lebih baik. 
2. Bagi Program Studi 
a. Memberikan schedule yang lebih jelas terkait tanggal praktik kerja 
lapangan dilakukan sampai selesai. 
b. Menjalin kerjasama dengan banyak instansi sehingga memudahkan 
mahasiswa untuk menjalankan praktik kerja lapangan. 
c. Menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan yang ada 
dilapangan dengan memberikan bekal aplikasi yang digunakan di 
dunia pekerjaan tidak hanya MYOB dan Accurate namun juga 
SAIBA dan sistem-sistem lainnya yang digunakan dilingkup 
pemerintahan. 
3. Bagi Sekertariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian 
Pendidikan dan kebudayaan 
a. Diharapkan Sekertariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pengarahan 
dan pembekalan terlebih dahulu kepada praktikan sebelum praktikan 
melaksanakan tugas. 
b. Diharapkan Sekertariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperkuat sistem 
yang digunakan agar ketika banyak pegawai yang mengakses sistem 
akan tetap stabil dan dapat digunakan. 
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c. Diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan Universitas 
Negeri Jakarta untuk mempermudah rekomendasi tempat praktik 
untuk mahasiswa selanjutnya.  
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